FORM PENCEGAHAN
NOMOR : 0116/F.CEGAH-11.08/PM.00.02./10/2024

I. Data Pengawas:

a. Tahapan : Tahapan Kampanye Pemelihan Serentak

b. Nama Pelaksana Tugas : 1. Ir. Sugeng Budiarso

2. Dian Nurita Santi
3. Muhammad Ali Faturrohman

c. Jabatan : Panwaslucam Jumapolo
d. Nomor Surat Perintah Tugas

e. Alamat : Komplek Kantor Kecamatan Jumapolo,

Jln. Jumapolo — Karanganyar

II. Kegiatan Pencegahan:

Pao TP

Bentuk : Imbauan

Tujuan : Pencegahan

Sasaran : Camat Jumapolo

Hari / Tanggal : Selasa , 01 Oktober 2024
Tempat : Kantor Kecamatan Jumapolo

III. Uraian Singkat Kegiatan Pencegahan

Sehubungan dengan pelaksanaan pencegahan pelanggaran Netralitas

Aparatur Sipil Negara pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2024, dan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang

profesional dan netral sesuai dengan amanat Undang-Undang maka

Panwaslu Kecamatan Jumapolo mengimbau kepada Camat Jumapolo

agar disampaikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan

Jumapolo untuk memperhatikan hal-hal berikut :

1.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang,

menyebutkan:

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota
TNI/ POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat
keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan

salah satu pasangan calon”



5.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Asas, Prinsip,
Nilai Dasar, Serta Kode Etik, dan kode Perilaku Aparatur Sipil Negara,

menyebutkan :

“Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan ada
asas netralitas. Yang dimaksud asas netralitas adalah setiap Pegawai
ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak
memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan

negara”

Pasal 9 ayat (2) menyebutkan:

“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua
golongan dan partai politik”

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf c¢ Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

“Dalam hal etika terhadap diri sendiri, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib
menghindari konflik kepentingan pribadi kelompok ataupun golongan”
Bahwa sesuai dengan Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disampaikan sebagai
berikut:

“ PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. ikut kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau

atribut PNS;

3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;”
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1),(2), dan (3) Perbawaslu Nomor 6
Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara,
Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negera
Republik Indonesia, menyebutkan :

Pasal 2 ayat (1)
“Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN,

Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat



yang berwenang dari Lembaga/instansi masing-masing secara
berjenjang”

Pasal 2 ayat (2)

“Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri
dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan menjadi tanggung jawab
bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota”
Pasal 2 ayat (3)

“Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat
dibantu oleh panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,

Panwaslu LN, dan Pengawas TPS”.

Bahwa berkenaan dengan ketentuan-ketentuan diatas, Panwaslu
Kecamatan Jumapolo mengimbau Camat Jumapolo beserta seluruh
jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kecamatan Jumapolo
untuk mematuhi dan mempedomani peraturan perundang-undangan

terkait Netralitas ASN.

IV. Tindak Lanjut:

Melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut dan melaporkan hasil

pengawasan.

Jumapolo, 01 Oktober 2024

Pengawas Pemilu
Ketua,

Ir.Sugeng Budiarso




